BAB I

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemiiro guru besar
dalam hukum pajak pada Unversitas Pajajaran, Bandung seperti di kutip oleh

Mardiasmo, yaitu:

“Pajak adalak iuwran rakyat hepsdzs kas negara berdasarkan undang-
undsng (yang dapat di pakeakan) dengan fiada mendapat jasa timbal
balik (komnfraprestasi) vamg iamgsung dapat ditujukan dan yang
digunakan untuk membiayai peageluaran wmun.

Menurut Andriani dalam Subrisno Agoes (2007:3) menyatakan:

Pajak adalah iuran kepada kas negava (vang dapat di pakskan) yang
terutang oleh wajib pajak membayvarnya menurui peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prasiasi kembali, yang langsung di tunjuk dan
gunanya adalah untuk membiavai penageluaran-pengelvaran umum
berhobungan demgan tugss  megara untuk menvelemggrakan
pemrintahan.

Menurut Sommerfeld Hay M., Anderson Herschel M. & Brock
Horace R (2007:3) :

pajak adalah suatu pengaliban sumber darl sekfor swasia ke sekfor
pemerintzh, bukan akibet pelappearap  hulom, namun  wajib
dilalisanakan, berdasarkan hetontuan yang diletapkan lebih dahkula,
tanpa mendapat imbalap yasg Iangsung dan proporsiomal, agar
pemerintah dapat melaksanakus tugas-tugassya untuk menjalankan
pemerintabamn. :



Pemahaman pajak i perspekiif hukum  menumut  Soemitro
merupakan suatu perikatan vang E%m‘bmf karena adanya undang-undang yang
menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan
sejumiah penghasilan tertentu kepada cegara, negara mempunyai kekuatan
untuk memaksa dan veng pajak  tersebut harus  dipergunskan  untuk
penvelenggaraan pemerintahan. Darl pendekatan hukum ini memperlihatkan
bahwa pajak vang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga
menjamin adanya Kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul

pajak maupun wajit pajak scbapai pembayar pajak.
Pajak dari Perspektit’ Ekonemi menurut Suparman Sumawidjaya:

“Pajak adalab beralihnys sumber daya dari sektor privat ke sektor
publik. Pajak memberikar perababan pada dua situasi sekaligus, yaitu
berkuranganya kemampuss individe dalam mengupasai sumber daya
untuk kepentingan penguassan barang dan jasa dan bertambahnya
kemampuan kewangan negare dalam penyediasn barang dan jasa publik
yang merupakan kebutuhsn masvarakat”.

Pajak Menurat UU no., 28 Pasal 1 Tahun 2007:

Pajak adalah kentribusi wajib kepada negara yamg terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan uwntuk keperlusnnegara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.



Lima unsur pokok dalzm definisi pajak pajak adalah ;

. luran pajak kepada negara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara, luran tersebut berupa vang
(bukan barang).
. Berdasarkan Undang - Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan ondang - undang seria
aturan pelaksanaannya.
. Tanpa Jasa Timbal Balik atzu Kontraprestasi.
Dari negara yang secara langsusg dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran
pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh
pemerintah,
. Digunakan untuk Membiavai Rumah Tangga Negara,
Yakni pengeluaran — pengeluaran vang bermaniaat bagi masyarakat luas.

. Pajak dapat dipaksakan.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, vaitv fungsi budgerair (sumber kevangan negara)

dan fungsi regulerend (mengatur). yaitw

1. Fungsi Budgetair
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak sebagal sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayal pengeluaran — pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan.
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2. Fungsi Regulerend (mengatuy}

Pajak mempunyai fungsi rx&guie&k*enzi artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakar kebijeksanaan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi, dan meacapai twjuan — tujuan tertentu di luar bidang

keuangan.

Selain Fungsi Budgetair dun Fongsi Regulerend Fungsi pajak lainnya

yaitu:

1. Fungsi perturabuhan ekonomi’
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara diluar migas yang
dapat mendorong meningkamnya pertumbuhan ekonomi.

2. Fungsi keadilan sosial
Pajak sebagai saranz untk memajukan keadilan sosial dengan
pemerataan pendapatap.

3. Fungsi pengatur kegiatan perckoromian nasional
Pajak berfungsi sebagai saran untuk mengatur kegiatan perckonomian
nasional. Yaitu produksi, Eamm@msﬁ, distribus:, impor, ekspor, dil

4. Fungsi stabilitas peg‘é%{.ommian
Dengan adanya pajak, pemerinizh memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi

dapat dikendalikan.
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C. Jenis Pajak

Terdapai berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokkan menurut
golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga penmungutayva.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya, dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan
kepada orang lain atau pihalk lain. Pajak harus menjadi beban Wajib
Pajak yang bersanglkutan,

b. Pajak Tidak Langsung adaleh pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat sustu kegiatan, peristiwa atan
pembuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Jenis Pajak Menurut Sifat, diksiompokkan menjadi dua vaitu:

a. Pajak Subjekiif, adalal p@ak yang pengenaaniva memerhatikan
keadaan pribaci Wajib Pajul atau pengenaan pajak yang memerhatikan
keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif, adalsh pajak yang pengenaannya memerhatikan
objeknya baik berupa benda, ;"é«gmdemn., perbuatan atan peristiwa vang
mengakibatkan  timbulnya %;ewajiban membayar pajak, tanpa
memerhatikan keadsap ggri&sﬁdi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun
tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutan, dikelompokkan menjadi dua vaitu:
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a. Pajak Negara {pajak Pusai} adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan umtul. membiayai rumah tangga negara pada
umumnya.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik
daerah tingkat I (pajak B‘v’razwéﬁﬁf;i) maupun pajak daerah tingkat IT (pajak
kabupaten / kota) dan digun akém artuk membiayai rumah tangga daerah

masing — masing.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemupgutan pajak tidak  menimbulkan hambatan atau
perlawanan, pemungutan paiak harus memenuhi syarat — syarat vang sudah

ditetapkan sebagai beriku :

a. Pemungutan Pajek Harus Adil {syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan
hukum, yakni mencapai keadilan, undang — undang dan pelaksanaan
pemungutan pajak  harus adil. ;Adﬁl dalam hal ini diartikan bahwa
perundang — undangan di;mmmﬁga mengenakan pajak secara umum dan
merata, serta disesuaikan cﬁ@mggs;m kemampuan masing — masing Wajib

Pajak.

b. Pernungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang — Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 avat 2, hal ini
membertkan jaminan hukum unituk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.
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Tidek Mengganggu Perekoncmian (syarat ekonorni)

Pemungutan pajak tidak bolel mengganggu kelancaran kegiatan produksi

=)

gga tidak menimbulkan kelesuan

Fa)

aiau  pun  perdangangan  sehin

perekonomian masyarakat.

- Pemungutan Pajak Harus Efisien {syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannye.

. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Didalam praktik perungutan pajak terdapat tata cara pemungutan

pajak yang mengatur kegiatan pemungutan pajak di Indonesia. Secara lebih

lanjut dapat dijelaskan bahwa taw cara pemungutan pajak vang dilakukan

dalam berbagai tingkatan sistem pemungutan berdasarkan sielsel — stelsel

sebagat berikut :

a.

b.

Stelsel Riil (stelsel nyata)

Stelse! Riil menerangkan balwa pemungutan pajek baru dapat dilaksanakan
pada akhir tabun setelah mengstalui penghasilan sesungguhnya yang
diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

Stelsel Fiktif (stelsel anggapan)
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Di dalam stelsel fktif peraunguian pajak dapat dilakukan pada awal tahun
pajak karena berdasarkan peraturan dan perundang -~ undangan yang
berlaku, hal ini dimungkﬁn,’%@am: untuk  dilaksanakan berdasarkan suatu
anggapan pen@rimaanfpendapyaum’;z vang diperoleh oleh Wajib Pajak.
¢, Stelsel Campuran

Di Dalam stelsel campuran beriako pengenaan pajak pada awal tahun yang
didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada
suatu anggapan dan pada akhir tahun yeng didasarkan pada suatu kenyataan
sehingga berdasarkan stelsel cunipuran ekan terjadi perhitungan kembali

untuk menentukan masalah iebii aisu kekurangan pajok.

F. Sistem Pemungutan Pajak
1. Officicd Assessment Sysiem
Adalah suatu sistem pemunguian yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentikan besarnya pajak vang terutang oleh
Wajib Pajak (WP).
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemunguian @ajak vang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pejak vang terutang.

G. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurat undang — undang no 28 tahun 2007
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adalah :

a. Mendaftarkan diri pada kanior Dircktorat Jenderal Pajak vang wilayah
kerjanya meliputi tempet tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi
persyaratan subyektif dan objektif,

b. Melaporkan usabanya pade kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjarya meliputi tempat tinggal atan tempat kedudukan
pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukohkan
menjadi Pengusaha Kena Bajuk.

¢. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, angka arab, satuan
mata vang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke
Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wgjib Pajak terdafiar atau
dikukuhkan atas tempai fain vang ditetapkan oleh Direkiorat Jenderal
Pajak.

d. Menyampaikan Surat Pemberitghuan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan safuan mala uang Selain Rupiah yang diizinkan, yang
pelaksanaannya diatur dengur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

e. Membayar atan menyetor pajuk yang terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak ke kas negara melalul tempat pembayaran yang
diatur dengan atau berdasarkan ?@r&sturaﬂ Menteri Kevangan.

f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang— undengan perpajakan, dengan tidak menguniungkan pada

adanya surat Ketetapan Pajak.
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g. Menyelenggarskan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi vang
melakukan kegiatan usaha atzi pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan,
dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha stau pekerjaan bebas.

h. Memperlihatkan atau meminjsmkan buku atau catatan, dokumen vang
menjadi  dasarnya dan dekumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh. kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek vang terwang paiak. Memberikan kesempatan untuk
memasuki tempat atau mmgém vang dipardang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran perneriksaan dan memberikan keterangan lain

vang diperlukan apabila diperiksa.

2. Hak - hak Wajib Pajak

Hak - hak Wajib Pajak meourns undang — undang nomor 28 tahun 2007

adalah :

a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.

b. Mengajukan surat keberatan éian banding bagi wajib pajak dengan
kriteria tertentu. |

¢. Memparpanjang jangks wakm penyampaian Surat  Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara
menyampaikan pemberiighuan secara tertulis atan dengan cara lain
kepada Direktorat Jenderal Fajak.

d. Membetulkan Surat Pemberitzhuan yang telah disampaikan dengan
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e. Menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal
Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaarn.
f. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
g. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:
e Suria Ketetapan Pajak Kurang Bayar
o  Surat Ketetapan Pajak. é@rmg Bayar Tambahan
o Surat Ketetapan Pajak Nihil
o Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
e Pemotongan atau peraungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan pﬁ:‘mr@amg - undangan perpajakan.
h. Mengajukan permohonan handing kepada badan peradilan pajak atau
surat Keputusan Keberaian,
i. Mengajukan keberatan kepada Dirckeorat Jenderal Pajak atas suatu:
o Surat Keietapan Pajak Kurang Bayar

¢ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bavar Tambahan

@

Surat Ketetapan Pajak Nihil

@

Surat Ketetapan Pajok Lebih Bayar

&

Pemotongan atau pemunguian pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan,
J. Mengajukan permohonan banding kepada badan peralihan pajak atas

Surat Keputusan Keberatan,
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k. Menunjuk secrang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan
nak dan memenuhi kewnjiban sesual dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan perpajakan,

I. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi adminisirasi berupa
bunga atau keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak
dalam hal Wajib Pajak menyampaikan perabetulan Surat Pemberitahuan
Tahonan Pajak  Penghasilan. schelum Tshun Pajak 2007, yang
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya

U No, 28 Tahan 2007,

H. Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak (S5P)

Wajib Fajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai
dengan self assessment systems wajib melakukan sendiri penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan pejuk terutang. Pelaksanaan pelayanan pajak
dapat dilakukan Kartor Penerimaan Pembayaran dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) yang dapar diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
atau K4F terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara
elektronik (e-payment). Surat Seioran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk meiakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran. Kantor
Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau Bank Badar Usaha Milik

Megara atau Bank Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang
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ditunijuk oleh Mentari Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran
pajak. Berdasarkan undang - undang perpajakan nowor 28 tahun 2007 pasal
10 angka (1a) disebutkan bahwa “Surai setoran Pajak berfungsi sebagai bukti
pembayaran pajak apabila iclah disahkan oleh Pejabat kantor penerimaan
pembayaran yang berwenang atau spabila telah mendapatkan validitas, yang
ketentuanya diatur dengan atav berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melaporkan pembayaran pajaknya setelah
melakukan pembavaran pajak gfa:s:da tempat pembayaran yang sudah

ditentukan oleh Menteri Keuangan,

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan vang menuniut keikuisertaan akiif wajib pajak
dalam menyelenggarakan g?%eﬁ'}}%imi&%iﬁéﬁnllya membuiuhkan kepatuhan wajib
pajak yang tinggi. yaitu kepatuban delesn permenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Kepatuhan mermenuihi kewajiban perpajakan secara sukarela
(voluntary of complience) menspakan tulang punggung dari selfassesment system,
dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban
perpajakan kemudian secara akurar dan tepat wakiu dalam membayar dan
melaporkan pajaknyva.

Pengertian kepatvhar Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang

dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu {23190 138), menyatakan bahwa:
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“Kepatuhan perpajakan dapar didefinisikan sebagal suaiu keadaan dimana
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melalksanakan hak
perpajakannya”.

Pengertian kepatvhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang
dikwiipoleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan
Wajib Pajak dapat didefinisikan ci;«’gfi:

I. Kewajiban Wajib Pujak dalam mendaftarkan diri.

2. Kepaiuhan untuk z-mzr;ye%zé:ri{;fsn kembali Surat pemberitahuan.

3. Kepatuhaa dalam perhitupngan dan pembayaran pajek ferutang.

4. Kepatuhan dalam pesnbavaras tungzakan,

Sedangkan  menurit  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.
544/KMEK.04/2000 dalam Sony Devano dan Sivi Kurnia Rahayu (2006:112),
menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalsh tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya sesuai d%mgan ketentuan peraturan perundang -
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan vang berlaku dalam suam

negara.

Jenis Kepatuhan
1. Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti

Kurnia Rahayu (2006:110; adalals
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a. Kepatuhan formal adalah suat keackhan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban
secara formal sesuai dengan  ketentuan  dalam Undang-undang
perpajakan,

b. Kepatuhan material adalah swatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan
yaitu : sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepauhan material
Juga dapat meliputi kepatuhan formal, Misalnya ketentuan batas wakto
penyampaian Surat Pemberitahuan  Pajak Penghasilan (SPT PPh)
Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat
Pemberitahuan Pajak Perxgi&@;sé%aiz Tahunan sebelum atau pada tanggal
31 Maret maka wajib pajai telah memenuhi ketentuan formal, akan
tetapi isinva belum teniu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu
keadean dimana Wajib Pajak secara subtantive memenuhi semua
ketentuan material perpajakan, vakni sesuai isi dan jiwa undang-undang
perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatwhan formal,
Wajib Pajek yang memenuhi kepatuhan marerial adalah Wajib Pajak
yang mengisi dengan jujur. lengkap dan benar SuratPemberitahuan
(SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannyva ke KPP sebelum batas
waktu berakhir.

2, Kriteria Wajib Pajak Patuh
Sesuai  dengan  Kepuusan  Menteri  Keuangan  Nomor

235/KMK.03/2002 tanggal 5 Jurd 2003, Wajib Pajak vang ditetapkan sebagai Wajib
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Pajakc paiub vang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak apabils memenuhi semua syarat sebagai berikut:

a. Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2
(dua) tahun terakhir,

b. Dalam tabur: terakhir penyvampeian SPT Masa yang terlambat tidak
lebih dari3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak

berturut-turur.

K. Pelaporan, Tata Cara pengisian dan penyampaian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) meropakan sarana bagi Wajib Pajak untuk
melaporkan hal — hal yang bedkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT
harus diisi dengan benar, leaghkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan huref latin dan angka arab, sstuen mata vang rupiah dan
menandatangani serta menyampuaikannya ke Kantor Pelayanaan Pajak (KPP)
atau tempat lain yang ditetapkan olch Direktur Jenderal Pajak.

Pada penyampaian SPT tahunaps PPh 21 dapat digunakan media elektronik
(disket dan cardrider). Untuk SPT masa PPN sudah dapar disampaiakan
secara elektonik (on-line) melalui aplikasi e-filing. Saat ini SPT tahunan PPh
sudah dapat dilakukan secara on-line juga dengan aplikasi e-SPT.
Keterlambatan pelaporan SPT masa dikenakan sanksi sesual peraturan
perundang — undangan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak baik
orang pribadi maupun badan. lernvata tidak dapat menyampaikan Surat

Pemberitahuvan (SPT) dalam  jangha wakiu yang telah ditetapkan karena
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luasnya kegiatan usaha dan masalzh — masalah teknis penyusunan laporan

keuanangan, atau sebab lainya sehingga sulit antuk memenuhi batas waktu

vang telah ditentukan, Wajit Pajek dapat memperpanjang penvampaian Surat

Pemberitahuan Tabunan pajak penghasilan dengan cara menyvampaikan

pemberitabuan secara terfulis atau dengan cara lain misalnya dengan

pemberitahuan secara elektronik kepada Disjen Pajak. Jangka waltu tersebut
paling lambat 2 bulan, apabila sampai dengan batas perpanjangan ini SPT
tetap belum disampaikan dapat diterbitkan surat teguran bagi Wajib Pajak.

Tata Cara Pengisian dan Penvampaizn SPT diatur sebagai berikut :

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
dengan benar, lengkap, jelas. dan menandatanganinya.

2. Surat Pemberitahuan Wajibe Pajak badan harus ditandstangani oleh
pengurus atau direksi.

3. Dalem hal Wajid Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk mengisi dan menadaiangani Surat Pemberitabuan, surat
kuasa khusus tersebut harus difamipirkan pada Surat Pemberiiahuan (SPT).

4, Surat Pemberitahuan Tahunan E?ajzgk Penghasilan Wajib Pajak yang wajib
menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuanagan
berapa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain vang diperlukan
untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

5. Dalam hal laporan kevangan disudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak
dilampirkan pada Surat P@mbwé}mhu&m Surat Pemberitahuan dianggap

tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap
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tidak disampaikan. Wajib P@g%;@k dengan kemampuan sendiri dapat
membetulkan  Surat Pemberiizhuan yang telah  disampaikan dengan
menyampaikan pernyatasn teriulis dengan syarat Disjen Pajak belum
melakukan  tindakan pamwré%;maﬁ. Apabila  pembetulan  Surat
Pemberitahuan menyatakarn rugl atau lebib bayar, pembetulan Surat
Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum
daluwarsa penetapan. Dalowarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun
setelah saat terutangnya pajak &&%m berakhirnya masa pajak, bagian tahun

pajak atau tahun pajak.

. Undang — undang No. 36 Tahan 2008

1. Peraturan perundang-undangan: perpajakan yang mengatur ientang
Pgjak Penghasilan yang beriaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah twrakhic dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7
Tehun 1983 tentang Psjek Penghasilan. Undang-Undang Pajak
Penghasilan ini dilandasi ﬁ%z.isa&féh Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesiz Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang
ketentuan yang menjunjung tinégi hak warga negara dan menempatkan
kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kencgaraan dan merupakan
sarana peran serta rakyst dakmm pembiayaan negara dan pembangunan

nasional.
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Dengan pesatnya perkernbangan sosial ekonomi sebagai hasil
pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai
bidang dipandang perfu untuk dilakukan perubaban Undang-Undang
fersebut guna meningkation fungsi dan peranannya dalam rangka
mendukung kebijakan pesbangunan nasional khususnyva di bidang
ekonomi.

Perubahan Undang-Undang Paiak Penghasilar dimaksud tetap
berpegang pada prii‘%sﬁpu«-priésﬁp perpajakan  yang dianut secara
universal, vaitu keadilan, hernudahan, dan efisiensi administrasi, serta
peningkatan dan optimolisasi penmerimaan negara dengan tetap
mempertabankan sistem seff assessment. Oleh karena itu, arah dan
tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah
sebagai berikut:

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

¢. Lebih memberikan kesedarhanaan administrast perpajakan:

d. Lebih memberikan kﬁ.’-},’}i’i&fi&%ﬁ; hukum, konsistensi, dan transparansi;

e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka
meningkatkan dava saing dalam menarik investasi langsung di
Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal
dalam negeri di bidang-bidang usaha tertenitu dan daerah-daerah

tertentu vang mendapal prioritas.
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4, Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut
perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Momor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Pengbasilan scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga atas Undeng-Undang Nomeor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokek sebagai berikut:

a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka
dilakukan perluasan subjsl dan objek pajak dalam hal-hal tertentu
dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal
lainnya;

b. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negera-negara lain,
mengedepankan prinsip kesdilan dan netralitas dalem penetapan
tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha
keeil, strukiur tarif pajak vang berlaku juga perle diubah dan
disederhanakan vang meliputi penurunan tarif secara bertahap,
terencana, pembedaan tarif, seria penyederhanaan lapisan yang
dimaksudkan untuk memberikan beban pajak vang lebih
proporsicnal bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut

¢. Untuk lebik memberikar kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem
self assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan
terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran
pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib

Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang.
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Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, kemudshan vang diberikan berspa peningkatan
batas peredaran bruio  untuk  dapat  menggunakan norma
penghitungan penghasilan neto. Peningkatan baias peredaran bruto
untuk menggunakan norma inl sejalan dengan realitas dunia usaha
saat ini vang makin berkembang tanpa melipakan usaha dan
pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan

dengan tertib dan taat asas.

M. Penerapan Tarif Pasal 17

Salah satn perubahan mendasar vang dilakukan oleh Undang-undang

Pajak Penghasilan baru adalah herubahnya tarif umum Pajak Penghasilan

yang diatur dalam Pasal [7. Tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

mengalami perubahan. Tarif PPh Orang Pribadi berubah dalam hal tarif dan

lapisan kena pajaknya.

Tarif PPh Orang Pribadi Ssmipai dengan tahun pajak 2008, tarif PPh

Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

o

. Lapisan Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp 25 Juta dikenakan tarif 5%

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 25 Juta s.d. Rp 50 Juta dikenakan tarif

. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juts dikenakan

tarif 15%
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4, Lapisan Penghasilan Kena Pajak Bp 100 Juta s.d. Rp 200 Juia dikenakan
tarif 25%

5. Lapisan Penghasilan Kena Pajak i atas Rp 200 Juta dikenakan tarif 35%.

Mulai tahun 2009, struktur tarifnva adalah sebagai berikut :

[—

. Lapisan Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp 50 Juta dikenakan tarif 5%

o

Lapisan Penghasilar: Kena Paiak Rp 50 Juta s.d. Rp 250 Juta dikenakan
tarif 15%

3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 250 Juta s.d. Kp 500 Juia dikenakan
tarif 25% |

4, Lapisan Penghasilan Kena Pajak ¢i 2tas Rp 500 Juta dikenakan iarif 30%

Dari struktur tasif di ates terlibat bahwa perubahannya terletak pada
pengurangan lapisan kena pajak. penurunan tarif tertinggi, dan perubahan
rentang lapisan kena pajak. Sisiem penarifannya masih merupakan tarif
proporsional. Namun demildan, secars umum bisa dikatakan bahwa
perubahan tarif pada Wajib Pajak Crang Pribadi ini bersifat menurunkan tarif
pajak. Ha! ini berarti bisa kita baca .Sebagai keuntungan bagi masyarakat

Wajib Pajak dan adanva potensi perwrunan penerimaan pajak bagi negara.

Pelaporan Perpajakan

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat

Pemberitahuan (SPT) mempunval fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib
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Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan
berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang
dilakukan Wajib Pajak sendiri mavpun melalul mekanisme pemotongan dan
pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan
harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau permuongut tentang

pemotongan dan pemungutan Pajek vang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitsbuan mempunyai makna yang cukup
penting baik bagi Wajib Pajak paeupun aparatur Pajak. Pelaporan Pajak
disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajek terdaftar. SPT dapat dibedakan

sehagai berikut:

1. SPT Masa, vaitu SPT yang digunakan wniuk melakukanPelaporan atas
pembayaran Pajak bulanan. ida beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal
21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4
(2), PPh Pasal 15, PPN dan FPrliid. serta Permungut PPN

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk Pelaporan tahunan.
Ada beberapa jenis SPT Tahwnan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak

Orang Pribadi
fol

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara
elektronik melalui aplikasi e-Filing Penvampaian SPT Tahunan PPh juga
dapat  dilakukan secara  onbine  melalui  aplikasi  e-SPT.

Keterlambatan Pelaporan untuk SPT blasa PPN dikenakan denda sebesar Rp
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500.000,- (Jlima ratus ribu rupiah), dan uniuk SPT Masa lainnya dikenakan

denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk

keterlambatan SPT Tahunan FPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun

Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Kp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan

SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juia

rupiah).

Berikut batas wakiu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban
perpajakan bulanan:

Batas Wakiu Batas
No Jenis SPT Pembayaran WaktuPelaporan
. akhir bulan ketiga
Sebelum SPT _ setelah berakhirnya
Tahunan PPh - tahun atau bagian
11 PPh-QOrang Pribadi | disampaiken - tahun Pajak
- akhir bulan keempat
Sebelum SPT . setelah berakhirnya
Tahunan PPh - tahun atau bagian
2| PPh- Badan disampaikan tahun Pajak
& {enam) bulan sejak
ranggal diterimanya
3| PBB SPPL s
Batas
Mo | Jenis SPT | Batas Wakiu Pembavaran WaktuPelaporan
I | Pasal 21/26 Tel. 10 bulan berilout Tgl. 20 bulan berikut

0. Kerangka Pemikiran

Pajak dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan masyarakat

kepada pemerintah atas {fasilizas — fasilitas yang dinikmati untuk
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kehidupan yang layak dalam sustu negara. Sedangkan penghasilan adalah
jumlah vang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan,
badan dan bentuk usaha lainnva vang dapat digunakan unuk aktifitas
ekonomi seperti mengkonsumsikan, menimbun dan menambah kekayaan.
Menurut pasal 4 ayat 1 ULl PPa MNo. 36 Tahun 2008, yang
dimaksudkan dengan penghasilan vaitu setiap w@ambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diprm“e:}i_@h Wajib Pajak baik vang berasal dari
Indonesia atau dari fuvar Indonesia vang dipakai untuk konsumsi atau
menambah kekayaan Wajib Pajal yang bersangkutan, dengan nama dan

dalam bentuk apapur.

Pajak dari Perspektif Ekonwuni, Pajak adalah beralihnya sumber daya
dari sektor privat ke sektor publik. Pajak memberikan perubahan pada dua
situasi sekaligus, vaitu berkurangnva kemampuan individu dalam
menguasal sumber daya untuk ﬁiwmmingan penguasaan barang dan jasa
dan bertambahnya kemampuan kenangan negara dalam penyediaan barang

dan jasa publik yang merupakan E’s:‘aﬁm;tuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang
Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah ma%a’;ar dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 teniang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
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2000 kemudian diubah menjadi Undang-undang Momor 36 Tahun 2003.
Tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah

sebagai berikut:

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.

b. Lebih memberikar: kemudzhan kepada Wajib Pajak.

¢. Lebih memberikan kesederhanaan. administrasi perpajaken.

d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi.

e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan
daya saing dalam menarik invesiasi Jangsung di Indonesia baik
penanaman modal asing maupur penanaman modal dalam negeri di
bidang-bidang usaha tertentu don dacrah-daerah tertentu yang mendapat

prioritas.

perubahan mendasar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak
Penghasilan baru adalah berubainya tarif umum Pajak Penghasilan yang
diatur dalam Pasal 17. Tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami
perubahan. Tarif PPh Orang Pribadi berubah dalam hal tarif dan lapisan
kena pajaknya. Perubahannva lerleiak pada pengurangan lapisan kena
pajak, penurunan tarif tertinggi. den %tsemhahan rentang lapisan kena pajak.

Sistern penarifannya masih merupakan tarif proporsional.

MNamun demikian, secara uninm bisa dikatakan bahwa perubahan

tarif pada Wajib Pajek Orang Pribadi ini bersifat menurunkan tarif pajak.
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Dalam pelaporan perpajakan, sebagaimana ditentukan dalam
Undang-undang Perpajakan. Surai Pemberitahuan (SPT) mempunyai
fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan
memperianggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya
terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan
pembayaran atau pelanasan Fajak E’J;ﬁé@ vang dilalukan Wajib Pajak sendiri
maupur melalui mekanisme pemciongan dan pemungutan yang dilakukan
oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban dan
pembayaran dari pemotong atau pemungul tentang pemotongan dan

pemungutan Pajak vang telab dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitmhean mempunyai makna yang cukup
penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur Pajak. Pelaporan Pajak

disampaikan ke KPP dimana Wajiib Pajak terdafiar.

Dari penjabaran di atas meka kerangka pemikiran dalam penulisan

ini digambarkan sebagai berikut

Kantor Pelayerar: Pajak

Pratama Cakung Satu

Penerapan UU Mo. 36

tahun 2008

R

Analisis Perbandingarn

Kepatuhan



